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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 
NOMOR   07  TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI JASA USAHA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANJAR, 

 
Menimbang :   a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah,  maka dipandang   perlu  untuk melakukan 
penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjar yang berkenaan dengan 
Retribusi Daerah; 

b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 
kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek 
retribusi daerah dan penetapan tarif;  

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan     sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa 
Usaha; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang   Nomor 5 Tahun 1960 tentang   
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 2013); 
 

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3209); 
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4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang    
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 3469); 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992   tentang  
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 3478); 
 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor    4252); 
 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan  Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

8. Undang - Undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355) ; 
 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400) ; 
 

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) ; 
 

11. Undang-Undang Nomor 32   Tahun 2004  Tentang 
Pemerintahan Daerah           ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4437) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004       tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 
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13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004      tentang 
Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4444); 
 

14. Undang-Undang     Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
 

15. Undang-Undang     Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5015); 
 

16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5052); 
 

17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
 

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258)  sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 
 

20. Peraturan  Pemerintah Nomor   82  Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);  
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ;  
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;  
 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah  Propinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;  
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161) ; 
 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;  
 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor  18 
Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, 
Tambahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);  
 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor  04 
Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan 
Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 04);  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN BANJAR 

dan 
BUPATI BANJAR 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG RETRIBUSI  JASA   USAHA. 
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BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten  Banjar; 
2. Pemerintah Daerah adalah  Pemerintah Kabupaten Banjar; 
3. Bupati adalah Bupati  Banjar; 
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 
daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan 

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan 

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 
lainnya. 

11. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah baik 
yang melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan atau yang diserahkan 
bersamaan dengan penyerahan urusan kepada daerah; 

12. Sertifikasi adalah kegiatan pemberian sertifikat terhadap batu mulia 
dengan menggunakan analisa yang dilakukan di laboratorium batumulia. 

13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan 
dari penggunan kekayaan daerah. 

14. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat 
dan menurunkan orang /atau barang serta mengatur kedatangan dan 
keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud 
simpil jaringan transportasi. 

15. Terminal Penumpang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keprluan 
menurunkan  dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau 
antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan 
kendaraan umum. 

16. Terminal Barang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan 
membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar 
moda transportasi. 

 


